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A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial dimana ia tidak dapat melangsungkan kehidupan tanpa
bantuan dari orang lain, untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan hidupnya. Manusia memiliki
dorongan untuk berinteraksi dan berhubungan dengan manusia lainnya, hal ini di kemukakan
oleh Aristoteles bahwa manusia sebagi makhluk sosial ditakdirkan untuk untuk hidup saling
bersosialisasi serta berinteraksi bermasyarakat. Tuhan yang Maha Esa telah menganugerahi
manusia dengan keunggulan berupa akal pikiran dan hawa nafsu yang tidak dimiliki oleh

makhluk hidup lain.

Oleh sebab itu guna mengatur hubungan antar manusia maka kita membutuhkan norma-
norma maupun kaidah hukum yang berlaku di masyarakat yang berguna mengatur hubungan
masyrakat agar tidak terjadi benturan kepentingan, serta terciptanya Kketertiban dalam
masyarakat. Hal ini berbentuk hubungan formal baik mereka yang mengikatkan diri dengan

orang perorangan maupun dengan badan hukum lain.

Perkawinan awal dari proses perwujudan dalam bentuk kehidupan manusia. Perkawinan
dianggap sebagai penyatuan dua insan yang semula hidup masing-masing. Begitu melangkah
ke jenjang pernikahan, setiap orang tidak bisa lagi hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi

harus mempertimbangkan orang lain yang menggantungkan hidupnya.

Ikatan perkawinan memiliki akibat hukum, dan akibat hukum tersebut timbul apabila
perkawinan itu dilakukan secara sah. Salah satu akibat hukum yang ditimbulkan suami istri
dalam menjalin hubungan perkawinan adalah terbentuknya harta perkawinan. Harta

perkawinan ada untuk memenuhi kehidupan keluarga.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum sebagaimana di jelaskan di dalanm Pasal 1
Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan ialah
ikatan lahir batin seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
dari pengertian tersebut menurut penjelasan Undang-Undang Perkawinan secara umum
memiliki tujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera, maka

peraturan tersebut telah menitikberatkan pada prinsip bahwa perkawinan merupakan suatu



hubungan yang suci antara dua insan manusia yang telah mengikatkan janji untuk sehidup
semati, sehingga apabila antara suami maupun istri bertindak maupun dalam mengambil

keputusan wajib hukumnya mendapat persetujuan antara kedua belah pihak.

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang memuat hak dan kewajiban bagi setiap orang
yang hendak melangsungkannya. Baik laki-laki atau perempuan yang memilh menikah akan
menimbulkan akibat hukum yaitu membentuk hubungan suami istri dan saling mengikat satu

sama lain baik harta benda, penghasilan, atau kekayaan mereka.

Pada dasarnya pernikahan ialah persatuan yang sakral, perkawinan diyakini terjadi sekali
seumur hidup, dan satu-satunya hal yang dapat memsisahkan yaitu kematian. Perkawinan
didasari oleh kesetiaan, rasa saling percaya, dan rasa saling memahami dan bersedia
menerima kekurangan masing-masing, maka akan terwujud keluarga yang harmonis, jika hal
tersebut tidak terwujud dalam sebuah keluarga maka akan berujung pada perceraian. Sehingga

perceraian akan menimbulkan status hukum baru dalam kehidupan berumah tangga.

Perceraian merupakan upaya putusnya hubungan antara suami istri dalam ikatan perkawinan
dengan adanya putusan Hakim disertai atas tuntutan salah satu pihak yang memiliki dasar
alasan-alasan yang sah sesuai dalam peraturan perundang-undangan. Perceraian menjadi
pilihan langkah terakhir yang dapat diambil ketika keutuhan dan kelangsungan rumah tangga
tidak dapat lagi dipertahankan dan tidak mendapat jalan keluar bagi masalah dalam rumah
tangga.

Putusnya perkawinan karena keinginan suami/istri ataupun keinginan keduanya karena sudah
tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, disebut dengan perceraian, yang berasal dari
tidak hak-hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi sebagai suami/istri sebagaimana menurut
hukum perkawinan yang berlaku. Undang-Uandang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan, bukan hanya membahas tentang perkawinan saja, namun juga terdapat
pembahasan penyebab putusnya perkawinan, yaitu kematian dan putusan keadilan. Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 39 Ayat (1) dan 2 menjelaskan

bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang
bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus alasan yang cukup bahwa antara suami istri tidak

akan dapat rukun lagi sebagai suami istri.



Terdapat beberapa faktor permasalahan yang tidak dapat diselesaikan antar suami istri,
sehingga memilih langkah bercerai untuk megakhiri rumah tangganya. Beberapa faktor
tersebut dapat timbul dari faktor internal maupun eksternal dalam rumah tangga. Diantara
beberapa faktor lainnya adapun suami istri yang berpisah dikarenakan faktor ekonomi yang
menurun. Dari akar permasalahan tersebut akan membawa dampak bagi kelangsungan rumah
tangganya, yang nantinya setelah perceraian akan timbul gugatan baru yakni gugatan harta

bersama.

Apabila terjadinya sebuah perceraian dapat menimbulkan akibat hukum terhadap orang yang
memiliki keterkaitan dengan rumah tangga. Akibat yang ditimbulkan dari perceraian ialah
menyangkut pada anak dan harta kekayaan selama perkawinan. Harta benda yang didapatkan

selama masa perkawinan merupakan objek harta bersama dalam perkawinan.

Persoalan harta bersama merupakan persoalan penting yang sering menjadi perdebatan antar
pasangan setelah terjadinya perceraian. Hal ini memerlukan pengetahuan profesional hakim
untuk menentukan apakah suatu harta kekayaan merupakan harta bersama. Penelitian ini
merupakan kajian persoalan perbandingan pembagian harta bersama antara suami istri setelah
perceraian, dengan fokus pada pembagian harta bersama antar suami istri setelah perceraian

dan permasalahan yang dihadapinya.

Harta perkawinan merupakan suatu permasalahan yang mempunyai dampak besar dalam
kehidupan suatu pasangan suami istri, terutama jika terjadi perceraian. Sekalipun kehidupan
suami istri/keluarga tersebut berjalan dengan baik, hukum perkawinan tetap akan menjadi

dasar penting dalam kehidupan berkeluarga.

Harta perkawinan yang dimaksud ialah seluruh harta yang dimiliki dan dikuasai oleh
pasangan suami istri dalam hubungan pernikahan. Apakah harta tersebut didapatkan dari harta
warisan, harta hibah, harta dari penghasilan sendiri, dan harta dari pendapatan bersama
suami/istri. Sebagai modal untuk menunjang kehidupan keluarga, maka harta perkawinan

dapat dibedakan beberapa jenis, yaitu :

1. Harta bawaan ialah yang harta didapatkan oleh suami atau istri sebelum perkawinan
2. Harta penghasilan didapatkan oleh suami atau istri sebelum atau sesudah masa

perkawinan



3. Harta pencaharian didapatkan oleh suami atau istri bersama-sama dalam masa
perkawinan
4. Hadiah perkawinan yakni harta yang didapatkan oleh suami atau istri bersama ketika

acara perkawinan

Demikian halnya pembagian harta bersama (gono-gini) setelah perceraian dalam perkara akan
disimpulkan bagaimana baik hukum islam, maupun hukum positif menyikapi hal tersebut.
Putusnya perkawinan karena perceraian menimbulkan akibat hukum bagi orang tua, anak, dan
harta yang di dapatkan selama masa perkawinan. Pembagian harta bersama (gono-gni) setelah
perceraian masih dipandang sebelah mata oleh pasangan suami istri, dan baru akan
mempersoalkan setelah pengadilan mengeluarkan putusan perceraian. Bahkan, dalam setiap
proses sidang pengadilan yang terjadi ada beberapa hal yang menghambat berjalannya proses
persidangan dimana masing-masing pihak saling mengklaim bahwa benda atau harta adalah

kepemilikannya.

Dengan melihat putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Malang, diketahui bahwa
Majelis Hakim Pengadilan Negeri biasanya mengikuti peraturan undang-undang, yaitu
membagi seperdua bagian harta bersama diantara pasangan suami istri. Dalam praktik
Pengadilan Negeri, aturan ini menyebabkan permasalahan karena beberapa orang

berpendapat, bahwa pembagian harta bersama tidak adil jika dibagi secara sama rata.

Namun, ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, terutama dalam waktu yang
lama, mereka telah merugikan pihak yang lainnya. Atau munculnya permasalahan karena
suami satu-satunya orang yang mencari nafkah, sehingga istri sebagai ibu rumah tidak
memiliki kontribusi secara langsung terhadap harta kekayaan yang di dapat selama menjalin

rumah tangga.

Banyak isu terkait harta bersama (gono-gini) masih menjadi pembahasan yang menarik.
Dengan ini penulis mengkaji lebih jauh dengan melakukan penelitian tentang proses
pelaksanaan pembagian harta bersama (gono-gini) dalam prakteknya di Pengadilan Negeri

Malang dengan Penggugat Ny. Lyta melawan Wibowo Utomo sebagai Tergugat :

Adapun kasus perceraian yang perlu untuk dikaji oleh penulis lebih lanjut. Seperti kasus
perceraian Wibowo Utomo, dimana gugatan cerai dikabulkan oleh Pengadilan Negeri
Malang. Setelah putusnya perceraian tersebut, Penggugat selaku mantan istri dari Tergugat

melayangkan gugatan harta bersama ke Pengadilan Negeri Malang, dan menetapkan



pembagian harta gono-gini atau harta bersama yang dikumpulkan suami-istri ketika masih

terikat perkawinan yaitu masing-masing pihak mendapat setengah bagian.

Berdasarkan putusan dari Pengadilan Negeri Malang, menurut Tergugat ada beberapa harta
yang dianggap gono-gini oleh Penggugat ialah harta milik Tergugat sendiri. Selain itu, selama
perkawinan Tergugat selaku kepala keluarga bekerja lebih keras, sementara Tergugat sebagai

ibu rumah tangga.

Keputusan hakim Pengadilan Negeri Malang yang tidak mau mendengarkan alasan Tergugat
mengapa sebelumnya mengajukan gugatan cerai, karena tidak adanya sikap saling
menghargai dan tidak adanya rasa kepercayaan saat menjadi suami istri. Alasan lainnya,
Penggugat selalu menuntut nafkah lebih ditengah penurunan ekonomi keluarga, sehingga
timbul adu argumen antar kedua belah pihak, terlebih lagi Penggugat pergi dari rumah
membawa kedua anaknya dan membawa surat-surat berharga serta sekotak perhiasan,
memindahkan perabotan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat saat mereka masih

menjadi suami istri.

Atas keputusan Hakim tersebut dianggap menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak dapat
memberikan pertimbangan kedilan gender, dan dalam persoalan harta milik pribadi yang
didapatkan sebelum masa perkawinan dan harta bersama serta pemberian nafkah didalam

perkawinan, masih beranggapan pihak perempuan yang dirugikan.

Kasus Wibowo Utomo sebenarnya tidak perlu terjadi jika sebelumnya mereka (suami-istri)
membuat perjanjian pranikah yang berisi pemisahan harta. Namun, di Indonesia sendiri orang
masih sukar untuk membuat perjanjian pisah harta sebelum menikah. Namun, ketika rumah
tangga sudah tidak dapat diselamatkan dah perceraian menjadi langkah terakhir, maka
semuanya sudah terlambat. Jika perkawinan terputus karena perceraian pembagaian separuh

harta maka harus dibagi kepada mantan suami/istri.

Oleh karena itu, penulisan ini perlu adanya penelitian terhadap pertimbangan hakim
Pengadilan Negeri dalam pembagian harta bersama, dikarenakan kasus yang terjadi pada
Wibowo Utomo sering terjadi di masyarakat merupakan salah satu kasus yang banyak terjadi
di masyarakat perihal harta bersama. Kemudian masalah yang dirasa oleh Wibowo Utomo
tidak berpihak padanya. Pada pengadilan ini diharapkan dapat memberikan putusan yang

berpihak pada keadilan.



B. Perumusan Masalah
Bagaimana proses penyelesaian perkara pembagian harta bersama (gono-gini) Nomor
Register 71/Pdt.G/2023/PN MLG?

2. Bagaimana pembuktian Harta Bersama dalam Perceraian tanpa adanya Perjanjian
Perkawinan Nomor Register 71/Pdt.G/2023/PN MLG?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian dalam pembagian harta bersama (gono-
gini) di Pengadilan Negeri Malang pada Nomor Register 71/Pdt.G/2023/PN MLG
2. Untuk mengetahui bagaimana pembuktian harta bersama dalam perceraian tanpa
adanya perjanjian perkawinan di Pengadilan Negeri Malang dalam Nomor Register
71/Pdt.G/2023/PN MLG

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Praktis:
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi semua pihak yakni, masyarakat pada
umumnya dan pemerintah khususnya untuk penegakan pembagian harta bersama (gono-gini)
dalam prakteknya di Pengadilan Negeri Malang

2. Secara Teoritis:
Dapat memberikan pemikiran dan pengetahuan baik berupa konsep, metode, dan

pengembangan teori dalam penegakan hukum di masyarakat

E. Kegunaan Penelitian
1. Bagi Penulis
Penelitian ini menjadi dasar penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas

Muhammadiyah Malang.

2. Bagi Masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman ataupun masukan kepada masyarakat
mengenai pemahaman pembagian harta bersama dan penting adanya perjanjian perkawinan

yang mengatur harta bawaan dan harta bersama.



F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan:
Metode penelitian ini menggunakan penelitian sosiologis dan yuridis normatif, merupakan
penilitian yang menganalisis suatu peraturan atau norma hukum seperti; menelaah teori-teori,
konsep-konsep, asas-asas hukum beserta peraturan perundang-undangan yang berhubungan
dengan penelitian ini. Metode ini bertujuan untuk memahami dan menafsirkan peraturan atau
norma hukum yang berlaku dan menilai apakah peraturan tersebut sesuai dengan prinsip-
prinsip hukum yang berlaku. Metode Penelitian normatif dilakukan dengan mengumpulkan
data dari berbagai sumber seperti undang-undang, putusuan pengadilan, dan literatur hukum.
Data tersebut kemudian dianilisis dan dievaluasi dengan menggunakan teori hukum yang
relevan. Metode penelitian normatif penting bagi pembangunan hukum, karena dampat
membantu memperbaiki peraturan atau norma hukum yang tidak sesuai. Metode penelitian
sosiologis dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi data primer yang diperoleh secara
langsung di lapangan yang ditujukan pada penerapan hukum.

2. Jenis Bahan Hukum:

a) Bahan Hukum Primer:
Bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan. Bahan ini antara lain adalah
peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b) Bahan Hukum Sekunder:
Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu dan atau
menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di
dalamnya. Bahan hukum yang terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para
sarjana (doktrin), dan kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier:
Bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan
sekunder yang berkaitan pada penelitian ini diantaranya, internet, penjelasan perundang-
undangan, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan ensiklopedia hukum.

3. Teknik pengumpulan Bahan Hukum:

1. Studi Kepustakaan
Penelitian ini dilakukan dengan mengimpulkan data sekunder, meliputi bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh dijadikan landasan
teori untuk menganalisis data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan.

2. Studi Lapangan



Mengikuti secara langsung proses persidangan guna memperoleh informasi atau mendukung
objek penelitian terhadap permasalahan yang berkaitan di Pengadilan Negeri Kota Malang

4. Teknik Analisa Bahan Hukum:
Metode analisa data terbadi menjadi dua, yaitu analisa kualitatif dan analisa analisa
kuantitatif. “Data penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yaitu data yang terbentuk teks dan
gambar diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, foto, video, surat pribadi, dokumen
resmi, dan dokumen lainnya”. “Data penelitian kuantitatif berbentuk kode, angka, ukuran,
dan variabel ”.
Selain hasil penelitian kualitatif menekankan pada proses, selain data yang dihasilkannya juga
terjadi pada sumber data (subjek, objek, informan, dan narasumber) dan seluruh konteks yang
mencakupnya. “Analisa data penelitian kualitatif cenderung bersifat induktif untuk
memperoleh kesimpulan dari sekumpulan data/fakta peristiwa yang diperoleh”.
Peneliti mengenakan metode analisis data secara kualitatif. Sebab, metode ini digunakan
untuk menafsirkan data yang digunakan ketika menganalisis objek penelitian. Data yang
dimaksud tersebut dalam hal data hasil wawancara, peraturan hukum yang memiliki
ketertkaitan dengan permasalahan, dan data penelitian kepustakaan, yaitu literatur yang
bersangkutan dengan permasalahan. penelitian

5. Lokasi Penelitian
Lokasi Penelitian ini bertempat di Pengadilan Negeri Malang beralamat di JI. A. Yani No.
198, Purwodadi, Kec Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126

G. Sistematika Penulisan

Sehubungan dengan penulisan Tugas Akhir ini Peneliti menggunakan sistem penulisan

sebagai berikut :

BAB | Peneliti memberikan uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika
penulisan.

BAB I Peneliti memaparkan mengenai Tinjauan pustaka yang berisi terkait pengertian
perkawinan dan perceraian, kewenangan hakim, serta pengertian harta bersama.

BAB Il Peneliti membahas mengenai hasil penelitian yang berhubungan dengan proses
penyelesaian pembagian harta bersama pasca perceraian yang diperoleh dari harta
bawaan sebelum perkawinan serta mengetahui pertimbangan hakim dalam

menjatuhkan putusan terhadap perkara pembagian harta bersama



BAB IV Peneliti memaparkan mengenai penutupan dari penulisan yang didalamnya

terdiri dari kesimpulan dan saran
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